A

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat

disimpulkan bahwa:

1.

Pertimbangan dalam pemberian pengurangan masa pidana (remisi) bagi
narapidana tindak pidana korupsi di LAPAS Kilas Il A Gorontalo berdasar
pada Peraturan Perundang-Undangan yang ada, seperti dalam hal
pertimbangan indikator berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana
lebih dari 6 (enam) bulan. Sesuai yang terkandung dalam PP No. 99 Tahun
2012 tentang perubahan atas PP No.28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata
Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Pasal 1,2 dan
3 peraturan tersebut.

Pelaksanaan Pemberian Remisi pada LAPAS Klas Il A Gorontalo sudah
sesuai dengan peraturan Perundang- Undangan yang ada. Sesuai dengan
data yang diberikan pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana
Korupsi sudah tepat, baik berdasarkan syarat maupun jumlah besarnya

remisi yang diberikan.

A. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan

agar:

1.

Pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi sebaiknya lebih

diperketat lagi dan jika perlu seharusnya dihilangkan saja, hal ini diharapkan
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penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi tidak hanya mencakup
pembalasan terhadap pelaku saja, melainkan juga harus memberikan efek
jera kepada masyarakat umum khususnya generasi muda bangsa. Sehingga
perkara tindak pidana korupsi di negara ini dapat berkurang.

Dalam hal menjatuhkan sanksi pidana maupun dalam hal memberikan hak
bagi narapidana, aparat semestinya lebih memberikan perlakuan yang
berbeda berdasarkan jenis tindak pidana yang diperbuatnya. Sehingga
pemberian hak seperti halnya pemberian remisi bagi narapidana korupsi
dapat berdampak positif bukan hanya bagi narapidana itu sendiri melainkan
terhadap berkurangnya tindak pidana korupsi dan tindak pidana tertentu

lainnya.
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

e PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN

o > W e

Apa dasar pemberian remisi bagi narapidana korupsi?

Apa Tujuan Pemberian remisi bagi narapidana korupsi?

Siapa yang berwenang dalam pemberian remisi korupsi?

Apa saja syarat untuk mendapatkan remisi bagi narapidana korupsi?
Bagaimana tahapan dan prosedur pemebrian remisi terhadap narapidana
korupsi?

Bagaimana pengamatan terhadap narapidana korupsi sehingga
narapidana dikatakan berkelakuan baik?

Pertimbangan hukum seperti apa saja dalam pemberian remisi?

Apa saja kendala-kendala dalam proses pemberian remisi?
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

WARGA BINAAN

1. Berapa lama sanksi pidana yang saudara terima?

2. Apakah saudara mengetahui tentang remisi (pengurangan masa pidana)?

3. Sudah pernahkah saudara mendapatkan remisi selama menjalani masa
pidana?

4. Tahukan bahwa narapidana korupsi memperoleh hak remisi?

5. Berapa total jumlah remisi yang pernah saudara dapatkan (berapa kali
dan berapa bulan)

6. Apakah saudara tahu remisi ada syaratnya?

7. Syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi selama masa pidana supaya
mendapatkan remisi?

8. Bagaimana tanggapan anda terhadap syarat-syarat yang harus dipenuhi
guna mendapatkan remisi (mudah/sulit)?

9. Bagaimana perasaan anda setelah memperoleh remisi?

10. Apa harapan anda setelah memperoleh remisi?
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QUISIONER WARGA BINAAN LEMBAGA PEMSYARAKATAN

KLAS Il AGORONTALO

NAMA e
UMUR e
JENIS KELAMIN & e,
AGAMA e

ALAMAT e

Centang atau isi yang menurut anda benar dan sesuai hati nurani anda.

1. Apakah saudara mengetahui arti remisi?

Tahu Sedikit tahu tidak tahu

2. Tahukah saudara bahwa narapidana korupsi berhak memperoleh hak remisi?

Tahu Tidak tahu
3. Sudah pernahkah saudara mendapatkan remisi?
Pernah Belum pernah
4. Berapa kali saudara mendapatkan remisi selama di LP?
1x 2X 3x atau lebih
5. Mudahkah syarat yang diberikan untuk memperoleh remisi?
Sangat mudah mudah sulit
6. Perlakuan pembimbing selama di LP?
Baik kurang baik tidak baik

7. Perasaan saudara setelah memperoleh remisi?
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Senang biasa tidak senang
8. Perlukah remisi dilakukan seterusnya?

Sangat perlu perlu tidak perlu

(saran: N

Gorontalo,............oocoiiiii

(YYang Menyatakan)
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